ABSTRAK

Meri Yulizarni (2017) Tinjauan yuridis tatacara penanaman modal dalam negeri di
Kabupaten Kampar ( Studi Kasus Di PT Ram Sakti
Pratama Rimbo Panjang).

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, koperasi, dan
sector swasta. Partisipasi sector swasta dalam pembangunan nasional cukup penting, yang
diwujudkan antara lain dalam bentuk penanaman modal. Di tengah-tengah keterbatasan
pemerintah dalam menghimpun tabungan untuk membiayai segala jenis kebutuhannya dewasa
ini, pemerintah beruoaya merangsang partisipasi sector swasta untuk turut menyukseskan agenda
pembangunan. Serangkaian kebijakan telah diterbitkan agar penanaman modal di Indonesia yang

berkelanjutan.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Tatacara Penanaman Modal Dalam
Negeri di Kabupaten Kampar, Provisi Riau. Dan kendala apa saja yang terdapat pada Penanaman
Modal Dalam Negeri di Kabupaten Kampar, serta penyelesain kendala yang terjadi pada
Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Kampar pengaplikasian pada PT Ram Sakti

Pratama.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Dengan metode
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun yang menajdi lokasi
penelitian adalah yang beralamat di Jl. M. Yamin, No. 768, Bangkinang, Kabupaten Kampar,
dan PT Ram Sakti Pratama Rimbo Panjang Riau. Data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Dengan mengambil investor dalam negeri sebanyak 5 orang dan sampel 5 orang
selanjutnya sekretasis Bidang Perizinan dan non perizinan berserta Kabid Dinas perizinan dan
non perizinan, masing-masing satu orang. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah

metode deskriptif kualitif yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan atau menganalisiskan.

Selanjutnya hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan dalam prosedur
Penanaman Modal Dalam Negeri sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya
pelaksanaan penanaman modal itu sama setiap daerah karena sudah ada undang-undang yang
mengatur tentang pelaksanaanya, yang tinggal hanyalah peran dari pemerintah dan staf dians
yang terkait yang benar-benar harus membuat prosedur itu berjalan dengan sesuai undang-

undang yang berlaku.



